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ABSTRAK

REZKY DWI NOVIYANA (B 111 03 113), Judul skripst Pembuktian
Tindak Pidana Pemerkosaan disertai pembunuhan (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 796/Pid. B/2006/PN.Makassar),
dibimbing oleh Bapak Dr. M. Syukri Akub, S.H, M.H sebagai pembimbing |,
serta Bapak Abd. Asis, S.H, M.H sebagai pembimbing II.

Meneliti suatu studi kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan,
dimana objeknya adalah anak, tercantum pada Pasal 81 Undang-Undang No.
23 tahun 2002 tentang memaksa seorang anak melakukan persetubuhan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian
tindak pidana pemerkosaan Yyang disertai pembunuhan, serta untuk
mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang
dihadapi Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan
Negeri Makassar dengan melakukan penelitian berkas-berkas yang penulis
dapatkan dan Kejaksaan dan Pengadilan serta instansi lainnya yang
berkompeten dan diminta oleh Pengadilan Megeri Makassar dalam
menyelesaikan kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan ini. Teknik
pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu metode penelitian pustaka
dan penelitian lapangan menggunakan sumber data primer yakni berupa
wawancara dengan para pihak terkait dan sumber data sekunder yang
diperoleh berdasarkan studi, aturan perundang-undangan, serta literatur lain
yang relevan dengan objek penelitian. Setelah penulis mengumpulkan data,
data tersebut lalu disajikan dalam bentuk yuridis deskriptif,

Hasil dari penelitian yang penulis peroleh dalam studi kasus ini, bahwa
proses pembuktian dalam studi kasus ini telah sesuai dengan perundang-
undangan khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
(KUHAP} yang sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, meskipun
terdapat kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan Penuntut Umum dalam
membuktikan dakwaannya.
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BAB 1
PENCAHIJLUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah di undangkan, Undang-undang Mo B8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukura Acara Pidana (KUHAP), merupakan hasil
perjuangan dan perwujudan cita-cita bangsa Indonesiz, maka HIR (He!
Harziene Inlandsch Reglement) sebagal hukum acara pidana ftidak
berlaku lagi.

Ketentuan Hukum Acara Pidana berdasarkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Pemetintah Republik Indonesia pada tanggal
12 September 1979 menyampaikan RUU Hukum Acara Pidana kepada
DPR RI yang disahkan menjadi L No.8 Tahun 1981 oleh Presiden pada
tanggal 31 Desember 1981. Ditetapkannya KUHAP sebagai pengganti
HIR sebab HIR sebagai produk legislatif zaman penjajahan belum
memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, sedangkan
konsekwensi dari suatu Negara hukum adalah karus senantiasa
memberiken perindungan terhadap harkat dan martabat mianusia,

Sehagaimana diketahui asas-asas yang mengatur perindungan
terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia di dalam proses pidana
telah diletakkan di dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman
RI, UU No.14 Tahur, 1870 Jo. UU MNo.35 Tahun 1999 Jo. UU No. 4 Tahun
2004 maka pangaturan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam hukum

acara pidana.



Salah salu asas terpenting oalam hukum acara p'oana adalah asas
praduga lak bersalah, di dalam asas tersebul dimuat dalam Pasal 8 UU
No 4 Tahun 2004. tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman:

Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau

dihaoapkan didepan pengadian, wajib dianggap tidak bersalah

sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan memperoieh kekuatan hukum tetap.

Asas ini diatur pula dalam penjelasan umum Kitab Undang-undang

Hijkum Acara Pidana, tertulis:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau

dihadapkan di muka sidang penoadilan, wajib dianggap tidak

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua ketentuan tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap orang

. yang dipersangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, dan di proses di
pengadilan sebagai terdakwa, wajib dianggap tidak bersalah sampal
adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk menyatakan adanya
menyatakan adanya kesalahannya dalam suatu putusan dengan
mempertimbangkan harusiah mempergunakan alat  yang dalam
sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Setelah berakunya KUHAP, maka pembuklian yang berlaku dalam
penyelesaian parkara pidana adalah pembuktian yang diatur dalam Pasal
183 dan Pasal 184 KUHAP. Pembuitian ini penting sebagaimana tijuan

dari KUHAP sendif yaitu untuk memberikan jaminan dan perindungan



hak kepada terdakwa vyaitu uniuk mengetahui apakah yang telan
didakwakan kepada terdakwa Derar terjadi atau tidak,

Karena itu diperlukan adanya pembuktian sebab dalam perkara
pidana yang dicari adalah suaw kebenaran materiil, masalah pembuktian
ini tidak hanya penting dalam perkara di persidapgan tetapi juga dalam
pemeriksaan pendahuluan pada perkara pidana. Akan tetapi senng kita
temukan di peradilan bahwa terdapat beragam kasus yang proses
pembuktiannya juga berbeda, Seperii salah satu zontoh studi kasus yang
penulis angkat yaitu Proses Pembuktian Tindak Pidana pemerkosaan
yang disertai pembunuhan. Dirnana kita ketahui salah satu kejahatan yang
sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan
pemerkosaan, sebab pemerkasaan merupakan salah satu dar sekian
banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, sehingga
tidak ada alasan pembenarannya, baik dilihat dari perspekiif etika dan
agama maupun tiap disiplin illmu, Kejahatan pemerkosaan tetap
merupakan perbuatan yang dikutuic oleh setiap masyarakat beradab,
hanya orang yang tidak permoral dan berakhlak yang masih toleran
dengan perbuatan seperti itu, sehingga tidak mengherankan jika kadang
pelaku disamakan dengan binatang.

Pola pikir masyarakat yang sudah berubah, disebabkan karena
pengaruh modernisasi dan globalisasi dimana tingkah lalu dan nilai yang
mendasar 'enyap dan berganti menjadi sebuah nilai baru yaitu produk dari

luar dimana nilai kebebasan dapat mengundang para pelaku kejahatan



i

untuk melakukan aksinya. Kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu
kejahatan yang menggunakan kekerasan terhadap korbannya, kejahatan
ini sering terjadi dan diikuti dengan pembunuhan.

Dalam melakukan pernbuktian di pengadilan terhadap masalah
pemerkosaan ini dibutuhkan alat-alat bukti yang kuat dan untuk
membuktikar. telah terjadinya suatu kasus pemerkosaan yang disertai
pembunuhan tidak mudah karena peristiwa pemerkosaan ini sering terjadi
di iempat tertutup dan tidak diketahu: orang lan. Hal semacam inilah yang
terkadang menyulitkan hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai Pasal
183 KUHAP. Seperti peristiwa pemerxosaan yang cialami oleh seorang
bocah bernama Fitdani yang dilakukan oleh lcong Dg Liwang. Peristiwa
berawal dari dendam dan berselisih paham antara terdakwa dengan ayah
korban. Malam ketika terdakwa habis minum-minuman keras melewati
rumah korban dan melihat kerban sedang tertidur di depan televisi dengan
hanya mienggunakan sarung, saat itulah muncul niat dan nafsu untuk
menggauli korban, pada saat il pula korban yang sedang fidur di
gendong oleh terdakwa keluar dari rumah dan membawanya ke kebun
milik tetangga korban. Pada saat si terdakwa akan memperkosa si korban
tiba-tiba si korban meronta-ionta, sehingga terdakwa kemudian menutup
mulut korban dengan sarung dan mencekik lehermya sambil membentur-
benturkan kepala korban ke fanah yang menyebabkan korban tidak

berdaya dan tidak bergerak lagi, barulah setelah terdakwa melampiaskan



nafsu birahinya kemudian beberapa saat baru ia sadar bahwa korban

telah meningga'.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yaitu :

1, Bagaimana proses pembuktian lindak pidana pemerkosaan disertai
pembunuhan apakah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang
yang berlaku?

2 Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Penunatut Umum

dalam pembuktian kasus pemerkosaan disertai pembunuhan ?

. 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Tujuar: yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui proses pembuktian pada tindak pidana

pemerkosaan disertai pembunuhan dalam putusan Pengadilan
Neger Makassar No: 796 / Pud. B / 2006 { PN. Mks
2 Untuk mengetahuai hambatan-hambatan angaleh Penuntut Umum
dalam pembuktiaan kasus pemerkosaan disertai pembunuhan
Adapun kegunaan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkompeten dalam

penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana

pemerkosaan diserta pembunuhan.



2, Sebagai referensi alau sumber pustaka tentang pembuktian dalam

proses perkara pidana,



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Ruang Lingkup Pembuktian
2.1.1. Pengertian Pembuktian
Pembuktian berasal dari keta "bukti® yang diberi imbuhan berupa
awalan pem dan akhiran an menjadi pembuktian.
Pangertian tentang pembuktian oleh Karim Nasution (1875 : 22 ),
tertulis:
Kata ‘pembukfian’ (hewijs) dipergunakan dalam dua arti ada
kalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan
suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dan perbuatan
tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian
Kita harus mengadakan suatu peniaian, mengambil keputusan,
dan harga dar penilaian serta tepatnya dar keputusan tersehut
adalah tergantung terulzma pada lebih atau kurangnya kepastian
yang dapat kita peroleh tentang fakta-fakta cebagai dasar penilaian
kita.
Sedangkan pembuktian menurut M.Yahya Harahap (2000 : 273)
tertulis :
Pembuktian adalah ketantuan-ketentuan yang berisi penggarisan
dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
Pengertian pembuktian di atas mengandung pengertian yang
hampir sarna. Pengertian yang diberikan adalah penagertian yang bersifat
umum. Jika dihubungkan dengan Pproses pidana dalam pemeriksaan
hakim di pengadilan, maka pembuktian diartikan sebagai usaha yang
berwenang (penuntut umurm) untuk mengemukakan kepada hakim

sebanyak mungkin hal-ha! yang berkenaan dengan suatu perkara



berdasarkan sistem pembukiian yang dianut dan alat pembuktian yang
ditetapkan dalam undang-undang yang bertujuan agar dapat dipakai oleh
hakim sebagai bahan untuk memberkan keputusan mengenai perkara
yang diperiksa. Ditetapkannya sistem pembuklian serta alat-alat bukti
secara limitatif dalam undang-undang bertujuan untuk memudahkan
adanya kesatuan di dalam peradilan dan kepastian hukum dalam
masyarakat. Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat-alat bukti menurut
keyakinannya, tetapi hal ini dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan
berdasarkan undang-undang. Dalam perkara pidana, pemeriksaan yang
dilakukan olzh hakim hanya ditujukan untuk memperoleh suatu kebenaran
yang tidak tergantung pada nal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak
melainkan berdasarkan kepada bukfi-bukti yang didapatkan di sidang
pengadilan. Keputusan hakim yanyg akan dijatuhkan adalah berdasarkan
kepastian yang telah diperoleh teniang benar atau tidaknya telah terjadi
suatu tindak pidana setelah mengumpulkan dan menganalisa bahan-
bahan yang diperiukan berupa alat-alat bukli bagaimana hakim
menetapkan kebenaran tersebut.

Hal inilah. yang diatur dalam hukum pembuxtian yang terdapat
dalam hukum acara pidana.

Sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro (1983 : 108) yang
mengatakan:

Kebenaran biasanya hanya mangenai keadaan yang tertentu yang

sudah lampau, Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi

hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu.
Oleh karena roda pengalaman di dunia fidak mungkin



diputarbaiikkan lagi,maka kepastian seralus persen, tidak mungkin

menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendskati hakim dan

kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan itu, maka hakim
membutuhkan alat-alat guna menggambarkan [agi keadaan-
keadaan yang sudah lampau tersebut,

Berdasarkan uraian di atas, maka menuurt penulis bahwa
pembuktian adalah unsur-unsur yang dilakukan untuk meyakinkan hakim
bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah adalah
pelaku tindak pidana.

24.2 Dasar Hukum Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti

Adapun yang dimaksud dergan alat bukti dalam proses perkara
pidana disini adalah yang digunakari untuk. menatapkan kebenaran
materiil dalam proses penuntutan pidana sebagaimana yang telah
ditentukan dalam Fasai 184 KUHAP.

Menurut Pasal 184 KUHAP, yang termasuk alat bukti adalah:

(1) Alat bukti yarg sah ialah:

a. Ketarangan saksi

b. Keterangan ahli

¢. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

() Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Ketentuan Pasal 184 KUHAP ini adalah merupakan dasar bagi
hakim dalara memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap
seorang yang didakwa te:ah melakukan tindak pidana (delik).

Ketentuan Pasal 184 KUHAP mengatur tentarg alat bukti yang sah
dari itu, maka bentuk ini penulis akan menjelaskan macam-macam alat

bukti antara lain sebagai berikut:



1. Keterangan Saksi

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri, yang
pertama akan di periksa adalah korban yang menjadi saksi. Di dahulukan
pemeriksaan saksi sebab keterangan saksi merupakan alat bukli yang
utama dalam perkara pidana, serta berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat
(1) huruf a, b KUHAP:

(1) a Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang
menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim
Ketua sidang setelan mendengar pendapat Penuntut Umum,
terdakwa atau Penasihat Hukum

b Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban
yang menjadi saksi

Pasa' 1 butir 27 KUHAP, yang menuliskan pengertian keterangan
saksi, tertulis:

Hetarangan saksi adalah szlah satu alat bukti dalam perkara

pidana yang berupa xeterangan dar saksi mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia linat sendiri, ia alami
sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan itu.

Keterangan saksi yang menrdengar dar orang lain menyatakan
atau menceritakan sesuatu hal berdasarkan ilmu hukum acara pidana
disebut test imonium de auditu (kesaksian de audity). Dalam KUHAP tidak
membenarkan tentang kesaksian de auditu ini harya saja capat di
pergunakan unfuk menambah keyakinan hakim dalam menjaluhkan suatu
pidana.

Hal im berarti, keteranyan-kelerangan seseorang yang tidak pemah
dijumpai oleh hakim, tidak dijadikan alat bukti. Pokok pikiran supaya

kesaksian harus diucapkan dihadapan hakim sendii, yang bertujuan
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yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak
merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan
keterangan dari saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagal
tambahan alat bukti.

Menjadi saksi adalah salah satu kewajibar setiap orang yang
dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan
setelah adanya panggilan apabila menolak kewajiban itu dapat dikenakan
pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang baraku. Pidana yang
dimaksud tertulis dalam Pasal 224 KUHAP dan Pasal 522 KUHAP,

Menurul Pasal 224 KUHP tertulis:

Barang siapa dipanggil cebagai saksi, ahli atau juru bahasa

menurut undang-undang dengan sengaja fidak memenuhi

kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya,

diancam

1.dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama
sembilan  bulan,

2.dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam
bulan

Sedangkan menurut Pasal 522 KUHP tertulis .

Bararg siapa manurut undang-undang dipanggil sebagal saksi,
ahli, atau juru bahasa, iidak datang secara melawan hukum,
diancam dengan pidana denca paling baryak sembilan ratus

rupiah.
Pasal 168 KUHAP juga menetapkan saksi-saksi yang tidak dapat
didengar keterangannya dan dapat mengundurkan din sebagai saksi:

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau
ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang
bersama-sama sebagai terdakwa

b.Saudara dari lerdakwa atau yang bersama-sama sebagali
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang



mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak
saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
c. Suami atau isteri terdakwz meskipun sudah bercerai atau yang
bersama-sama sebagai terdakwa.
Pembebasan seseorang dari kawajiban untuk memberikan
keterangan sebagai saksi juga ditetapkan dalam Pasal 170 KUHAP
tertulis ;

(1) Mereka vyang karena pekerjaan, harkat martabat atau
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta
dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai
saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada moreka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk
permintaan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHAFP disebutkan untuk menyimpan
rahasia ditentukan oleh undang-undang yang mengatur tentang jabatan
atau pekerjaan yang dimaksud, mzka hakim yang menentukan sah atau
tidaknya untuk dibebaskan memberi kesaksian.

KiIJHAP mengatur pula mereka yang dapat dipenksa untuk
member keterangan tanpa sumpah yang terkena dalam Pasal 171
KUHAP, yaitu:

1. Anak yang umumya belumn cukup lima belas tahun dan belum

permnah kawin

2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa mesXkipun kadang-kadang
ingatannya baik kembali,

2. Keterangan Ahli
Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana
secara tegas dianut dalam Pasal 1 butir 28 KUHAF, bahwa:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dipedukan untuk
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mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak
saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang

bersama-sama sebaga terdakwa.

Pembebasan seseorang dan kewajiban untuk memberikan
keterangan sebagai saksi juga ditetapkan dalam Pasal 170 KUHAP
tertulis :

(1) Mereka yang karena pekerjoan, harkat martabat atau
jabatannya diwajibkan manyimpan rahasia, dapat minta
dibebaskan dari kewajican untuk memberi keterangan sebagai
saksi, yailu tentaing hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk
permintaan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHAP disebutkan untuk menyimpan

rahasia ditentukan oleh undang-undang yang mengatur tentang jabatan
- atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim yang menentukan sah atau
tidaknya untuk dibebaskan memberi kesaksian.

KUHAP mengatur pula mereka yang dapat diperiksa untuk
memberi kelerangan tanpa sumpah yang terkena dalam Pasal 171
KUHAP. yaitu:

1. Anak yang umumya belum cukup lima belas tahun dan belum

pemah kawin

2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang
ingatannya baik kemoali.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukli yang sah dalam perkara pidana

secara tegas dianut dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, bahwa:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperdukan untuk
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membual terang svatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan.

Pada Pasal 186 KUHAR juga memberikan pengertian keterangan

ahli, yaitu:

Keterangan ahli ialah spa yang seorang ahli nyatakan di sidang
pengadilan.

Keterangan ahli yang dimcksudkan ialah keterangan Yyang
dibarikan oleh orang yang ahli di bidangnya, misalnya keterangan dan
saorang dokier tentang kesehatan nleh karena kematian korban
disebabkan oleh karena benda tajam yang dapat menimbulkan
kematian atau luka. Keterangan dari dokter ini dikenal dengan nama
*Visum Et Reperfumn”.

3. Surat

Dalam Pasal 184 dan 187 KUHAP telah diatur tentang alat bukti
surat, yakni sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) butir ¢ KUHAP, dibuat atas
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

(a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dinadapannya,
yang memuat keterangan tentar.g kejadian atau keadaan yang
dicengar, dilihat atau alami sendini, disertai dengan alasan yang
jelas dan tegas tentang keterangan ifu.

(b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal

ang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung
jawabnya dan apa yang diperuntukkan bagi pembukfiian sesuatu
hal atau sesuatu keadaan.

(c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
serdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi dar padanya.
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(d) Surat lain yang hanya dapat beriaku jika ada hubunganrya
dengan isi dari alat pembuklian yang lain.

Menurut penjelasan Pasal 187 KUHAP huruf (B), yang dimaksud
dengan sural yang dibuat dengan pejabat termasuk surat yang
dikeluarkan oleh sualu majelis yang berwenang untuk itu, sesual dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti akte yang dibuat
oleh notaris. Berkaitan dengan alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAR,
maka berikut ini perulis akan menanipilkan pendapat dar Andi Hamzah,
(1996:271), yang memberikan uraian definisi surat sebagai berikut:

Surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda

baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi

pikiran.

Pengertian surat menurut pendapat Andi Hamzah tersebut diatas
sesuai dengan bunyi Pasal 187 huruf (d) KUHAP yang memberikan
penafsiran bahwa akie autentik atau surat dibawah tangan masih
mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian
yang lain. Tentang pengeriian akte autentk atau bawah tangan yang
membedakan dari surat-surat yang lain adalah bahwa akte autentik ini
memang sengaja dibuat sebagai bukti.

Hukum zcara pidana menghendaki bukan hanya kebenaran formal,
melainkan kebenaran materil (substantial truth). Oleh karena itu,
konsekwensinya walaupun kepadanya disampaikan akte autentik sebagal

alat bukti, hakim masih memiliki kebebasan untuk menggali latar Ealahang

terjadinya akte tersebut sehingga ia benar-benar memperoleh keyakinan
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mengenai perkara yang sedang dinadapinya. Hal itu dilakukan bukan
berarti bahwa hakim tidak mempercayai kebenaran akie auientik tersebut.

Bukti surat yang suoah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-

undang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
bagi hakim dengan syaral:

1). Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan
vang diatur oleh undang-undang

2}. Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum

3). Tidak ada orang lain yang mengajukan bukli bahwa yang dapat
melemahhan bukti surat tersebut.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adzlah merupakan alat bukti keempat dalam
Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang
menyatakan:

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang
karena persesuaiannya , baik antara yang satu dengan yang
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendin, menandakan
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dipercleh dari:

3. Keterangan saksi
b. Surat
c. Keterangan terdakwa

(3} Penilaian atas kekuatan pembukiian dan sualu petunjuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan anf lagi
bijaksana, catelah ia menpadakan pemenksaan dengan penuh
kecermatan dan kesaksian terdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan ketentuan Pasal ciatas, maka dapat dikatakan bahwa

petunjuk adalah merupakan alat bukfi yang tidak langsung, karena hakim
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dalam mengambil kesimpulan ftentang pembuktian,  harusiah
menghubungkan suatu alat bukt; dengan alat hukti lainrya dan memilin
yang ada persesuaian satu sama lain.
Syarat-syaral untuk oapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukli
haruslah:
- mempunyai persesuaian salu sama lain atas perbuatan yang
terjadi
- keadaan-keadaan perbuatan itu bterhubungan saiu sama lain
dengan  kejahatan yang terjadi
- berdasarkan pengamaian hakim baik dari keterangan terdakwa
maupun saksi dipersidangan
. Adanya petunjuk dapat diperoleh dan keterangan saksi, surat, dan
keterangan terdakwa (ayat 2j. Keferangen seurang saksi saja dapat
dijadikan petunjuk olzh hakim, jika berhubungan dengan alat-alat bukti
lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan terdakwa yang
diperikan di luar persidangan merupakan petunjuk bagi hakim atas
kesalahzn terdakwa.
Selanjutnya perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian,  atau
keadaan-keadaan yang dianggap sebagai petunjuk-petunjuk tersebut
haruslah bersesuaian antara satu sama lain. Justru dalam persesuaian

itulah terletak kekuatan terutama dari petunjuk-petunjuk tersebut sebagai

alat buklti.
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5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, Soerodibroto, (1884 @ 43Z), yang

menyzatakan:

(1) Keterangan terdakwa ialah apa Yyand terdakwa nyatakan
disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia
ketahui sendiri atau alami sendiri

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat
digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah
sepanjang mengenai hal yang cidakv/akan kepadanya

(3) Keterangan terdalwa hanya dapal digunakan terhadap dirinya
sendiri

(4) Keterangan terdakwa saja tidak rukup untuk membuktikan
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat buk!i yang
lain.

Dalain Pasal 52 KURAP juga dijelaskan bahwa:

Terdakwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan

peradiln, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan

secara babas kepada penyidik atau hakim.

Selanjutnya menurut  Anai Hamzah, (1990 : 253), Yyang
menyatakan:

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas

pengertiannya dari pengaxuzn terdakwa, bahkan menurut Memorie

Vvan Teolichting Ned SV penyangkalan terdakwa boleh juga

menjadi alat bukti sah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan
antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan
terdakwa yangd menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa

keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan

=osyal alat bukti lain, merupakan alat bukti.
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Dalam pasal 175 KUHAP juga menyebutkan:

Jika terdakwa tidak mau inenjawao atau menolak untuk menjawab
pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua sidang
menganjurkan untuk menjawab dan setslah itu  pemeriksaan
dilanjutkan.

Ketentuan ini memungkinkan terdakwa untuk tidak mau menjawab
atau menclak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya,
tetapi tidak ada sanski apa-apa dalam ketentuan ini kecuali mungkin akan
merugikan terdakwa sendir, namun kiranya hal ini sesuai dengan asas
bahwa keterangan terdakwa diberikan secara bebas.

2.1.3 Sistem dan Teori-teori Pernbuktian menurut KUHAP

Pzsal-pasal KUHAP tenlang pembuktian dalam acara pemeriksaan
biasa diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191 KUHAPR,

Pasal 183 KUHAP menyatakarn bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia

peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjad

dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan diatas untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan
dan kepastian hukum bagi seseorang.

Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhinya dua
syarat, yaitu.

1. Alat-alat bukti yang sah {weltige bewijsmiddelent)

3 Keyakinan hakim (overtuiging des rechters)
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Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan
sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan
dari pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mergatakan adanya
keyakinan yang sah, atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat yang
sah.

Dengan hanya satu alat bukti saja, umpamanya cengan keterangan
dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan
keterangan beberapa bukti. Dengar. demikian maks kata-kala “alat-alal
bul:ti yang sah".

Selain bukli yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang

harus diperoleh atau ditimbulkan dari “alzt-alat bukti yang sah” (weltige -

bewijs).

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat
tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya
bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan
pemikiran yang tidak celalu benar. Jika diharuskan adanya syarat
kebenaran mutiak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh
sebagaian dar pelaku tindak pidana pastiizh dapat mengharapkan bebas
dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang
sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa
terdakwa telah bersalah  melakukan perbuatan-perbuatan  yang

dituduhkan, sedangkan kefidak kesalahannya walaupun selalu ada

20




kemungkinan, merupakan suatuy hal yang tidak dapat diterima sama
sekall.

Karim Nasution (1976:27), dikutip dari Djoko Prakoso mengatakan.

Bahwa jika hakim atas casar alat-alat bukti yang sah telah yakin

wahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima,

bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan
terdakwa dalam hal tersebut barsalah, maka dapatiah bukti yang
sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Dalam hal tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa suatu
pembuktian haruslah dianggap ticak lengkap, jika keyakinan hakim
didasarkan atas alat-alat bukti yany tidak dikenal dalam undang-undang,
atau atas bukli yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan
hanya dari seorang saksi saja, atau karena keyakinan tentang itu sendiri
tidak ada.

Hakim fidak bcleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-
man:am.keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah
memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam
persidangan, seeyai dengan syarat-syarat yangd ditentukan dalam undang-
undang, umpamanya dalam hal terdakws tidak mengaku, dengan
kesaksian dari sekurang-kurangny3 dua orang yang telah disumpah
dengan sah

Jika hakim dari alat-alat bukf yang sah tidak memperoleh
keyakinan, maka berwenang uniuk menjatuhkan putusan pembebasan

dari tuduhan. Dengan demikian, umpamanya walaupun 10 orang saksi

menerangkan diatas sumpah oahwa mereka tclah melihat seseorang
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membunuh lalu memperkosa, maka hakim tidakiah wajib menjatunkan
hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian tersebut benar-benar dapat
dipercaya, dari oleh sebab tujuan dar proses pidana adalah untuk
mencari atau menemukan suatu kebenaran, maka ia akan membebaskan
terdakwa.

Haruslah diingat bahwa keyawinan hakim tersebut bukanlah timbui
dengan sendirinya saja. Tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang
sah, disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain.
Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu keputusan yang walaupun
sudah cukup alat-alat bukli yang sah, maka dengan begitu saja
menyatakan bahwa ia tidek yakin, dan karena itu ia memblebaskan
terdakwa, tanpa menjelaskan lebih jauh apa sebab-sebab ia iidak yakin
tersebut.

Teori-Teori Pembuktian

Menurut Wirnno Prodjodikoro dikutip dari Djoko Prakoso, h: 40,
yang menyatakan bahwa dalam hukum acara pidana dikenal 3 teor
pembuktian, yailu.

1). Teori pembuktian subjektif

2). Teor pembuktian positif wettelijk

3). Teorl pembukian negatif wettelijk
Ad.1 Teori Pembuktian Subjektif

pada teori ini sama sekall tidak membutuhkan suatu peraturan

tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatu kepada
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kebijaksanaan dan kesan hakim yang bersifat perseorangan (suibjektif).
Menurut sistem ini dianggav cukuplah bahwa hakim mendasarkan
terbuktinya suatu keadaan atau keyakinan belaka, dengan tidak terikat
oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan
belaka dalam menetapkan apa suatu keadaan harus dianggap telah
terbukti tetapl selalu ada alasan berdasarkan atas pikiran secara logika.
Tetani hakim tidak diwajibkan untuk menyebuthan alasan-alasan itu.

Kelemahan dari teori ini yaitu terkandung di dalamnya suatu
kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan
perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap
putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, sebab
tidak ~danat diketahui pertimharrgan—pert'rmbangan hakim, yang
mengarahkan pendapat hakim pada putusan. ‘Walaupun barangkali dalam
putusan hakim itu tidak memnuaskan, bahkan sangal mengecewakan, tidak
dapat dibilang bertentang dengan hukum.

Oleh sebab itu, teori ini tidak dapat dianut di Indonesia oleh
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Ad. 2 Teori Pembuktian Positif Wettelijk

Dalam sistem ini, undang-undang menetapkan alat-alat bukti

yang mana dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim
mempergunakannya, dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu,
sedemikian rupa bahwa kalau alat-alet bukti itu sudah dipakai secara yang

ditentukan oleh undang-undang, maka hakim mesti inenetapkan keadaan
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sudah terbukti, walaupun barangkali hakim berkeyakinan banwa yang
harus dianggap terbukti itu, tidak benar adanya.

Sebzliknya, kalau tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-
alat bukti itu, yang ditetapkan oleh undang-undang, inaka hakim mesti
menetapakan keadaan tidak terbukl, meskipun barangkal: hakim
berkeyakinan, bahwa keadasn itu benar-benar terjadi, dimana
dikesampingkan sama sekall keyakinan tentang terbukii atau tidaknya dari
hal sesuatu itu.

Dengan kata lain teori pembuklian yang objektif murni ini adalah
cama sekali menyampingkan peranan hakim dan keyakinannya,
sebenarnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana
dimana suatl keputusan hakim narus berdasarkan ‘atas kebenaran.
Sebab bagaimana hakim Japat menetapkan kebenaran selain
menanyakan kepada hati nuraninya akan kebenaran itu, dan bagi
seorang hakim yang jujur dan berpengalaman, mungkin sekali sesuai
dengan keyakinan masyarakat seandainya mungkin bahwa masyarakat itu
diberi kesempatan miemeriksa perkara seperti hanya tugas hakim.
Sehingga teori ini tidak dapat diterapkan dalam Negara kesatuan Republik
Indonesia yand berdasarkan Pencasil2.
ad. 3 Teori Negetif Wettalijk

Teori pembuktian Negatif Wettelijk merupakan teori pembuktian

yang dianut di Indoneisia dalani setiap acara Pproses persidangan

pengadilan.
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Menurut teori ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah
apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktiken dengan
cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurul undang-undang sera
keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Teori inl mamadukan unsur “objektf’ dan “subjektif’ dalam
menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dorninan
diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada,
tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misainya,
ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut
undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, sekalipun sudah
cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal
seperti. ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersaiah. Sebaliknya, hakim
berar-benar yakin terdakwa sungguh-sunggun bersalah melakukan
kejahatan yang didakwakan. Akan teiapl, keyakinan tersebut tidak
didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan alat-alat bukti
yang sah menuru. undang-undarg. Dalam hal ini pun terdakwa tidak
dapat dinyatakan bersalah, Oleh karena itu, di antara kedua unsur
tersebut diaas harus saling mendurkung.

Oleh sebab itu menurut penulis, teori ini iayak untuk dipertahankan.
Mengingat teori ini harus berdusarkan undang-undang pembuktian serta

benar-benar keyakinan hakim. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu

depat dihindari.
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2.2 Pemerkosaan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidara Pemerkosaan

Untuk memperoleh pengertian mangenai istilah pemerkosaan dari
segi hukum, maka terlebih dahulu penulis memberikan pergertian dan
sudut bahasa Indonesia. Kata pemerkosaan merupakan kata iadian atau
kata sifat, yang berasal dari kata dasar “perkosa” yany mendapat akhiran
“an”, {perkosa an). Dalam hubungan ini pengertiar perkosaan sebagal
berikut:

Perkosa adalah paksa, dengan paksa, kekzrasan atau dengan

kekerasan,

Memperkosa adalah menundukkan atau sebagainya dengan

kekerasan, menggagahi, memalsa dengan kekerasan, melanggar

(menyerang) dengan kekerasan,

Pemerkosaan adalah perbuatan memoperkosa, penggagahan,

paksaan, penyerangan dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
pengertian pemerkosaan acalah perbuatan penggagahan, yang dilakukan
dengan kekerasan atau paksaan. Mengenai istilah pemerkosaan menurut

pengertian ilmu hukum, penulis akan memberikan batasan berdasarkan
KUHP.
Pemerkosaan dalam bahasa Belanda disebut Verkrachting,

sedangkan dalam bahasa Inggris disebut Rape, yang oleh Wirjono

Prodjodikoro ( 1980 : 123) dimaisud:
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Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan memazksa
bersetubuh dengan dirinya. ) 2 F .

Dalam pengertian seperti ini apa yang disebut perkosaan, disatu
pinak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang
yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dipihak
lain dapatiah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-
norma dan demikian juga teriib sosial).

Pengertian pemerkosaan secara yuridis formal (hukum), dapat kita
linat dalam buku Kedua Bab XIV tentang kejahaten terhadap kesopanan,
yaitu dalam Pasal 235 KU HP yang menyatakan:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
rmemaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia,
gihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua belas tahun,

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana F:ume-rh:ﬁaan Anak Menurut

KUHP

Persetubuhan dengan perempuan dibawah umur diatur dalam

Pasal 267 KUHP, yaitu:

2. Barangsiapa bersetubuli dengan Sseorang perempan  diluar
perkawinan, padahal diketahuinya at:glu sepatutnya harus
diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau
kalau umumya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk
dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9

' hun

b mﬁﬁ?;ﬂﬁaﬂ?ﬂ dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur

" ¢ erempuan itu beium sampai 12 {dua pelas) tahun atau jika ada
salah satu hal yand tersebut pada pasal 291 dan pasal 194
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Apabila dicermati, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287
KUHP sebenarnya terdin dari dua macam tindak pidana, yaitu:

a. Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang yang
masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi lebih dari 12
(dua belas) tahun. Tindak pidana inl merupakan delik aduan,
yang hanya bisa dituntut atas pelanggaran karena adanya
pengaduan.

b. Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang dibawah
umur 15 (lima belas) tahun tetapi kurang dar 12 (dua belas)
tahun, Jenis tindak pidana ini bukan merupakar: delik aduan,
sehingga untuk  penuniuiEannya tidak dibutuhkan adanya
pengaduarn.

Adapun tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP
memuat unsur-unsur sebagai benkut:

a  Unsur subjektif, yang ter diri dari:

-Diketahui, atau

.Sepatutnya harus diduga
b Unsur objektif, yang terdiri dan:

-Bersetubuh

_Seorang wanita

_Diluar perkawinan

_Belum berumur 16 (hmA belas) tahun

-Belum mampu dikawin
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Dalam Fasal 287 KUHP termuat adanya dua kesalahan sekaligus
dalam satu tindak pidana, yaitu kesalzhan dalam hentuk “kesengajaan’
yang dirumuskan dengan istilah “diketahui® dan kesalahan dalam bentuk
“kealpaan” yang dirumuskan dengan istilak: “sepatutnya harus diduga”.

Dengan demikian terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal
287 KUHP tersebut tidak dipersyarattan secara mutlak adanya unsuf
kesengajaan. Arlinya terhadap pelaku tidak dituntut harus mengetahui,
bahwa wanita yang disetubuhi itu belum bermur 15 (lima belas) tahun.
Dalam hal ini sudah cukup untuk mempermasalankan pelaku apabila ia
sepatutnya dapat mencuga bahwa ‘wanita tersebut belum berumur 15
{lima belas) tahun.

Menurut Adami Chazawi (2005 : 72):

Kejahatan Pasal 287 FUHP merupakan tndakan pidana aduan
relatif l:arena pengaduan itu berlaxu atau diperiukan hanya dalam hal
persetubuhan yang dilakukan pada anak perempuan yang umumya 12
(dua belas) tahun sampal 15 (lima belas) tahun atau jika dalam melakukan
persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291
KUHP dan Pasal 294 KUHP. Akan tetapi, apabila persetubuhan itu
dilakukan pada anak perempuan belum berumur 12 (dua belas) tahun dan

terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 281 dan Pasal 284

kejahatan itu bukan merupakan firidak pidana aduan.

Unsur-unsur  yand dimaksudkan dalam Pasal 281 KUHP

merupakan unust akibat perbuatan menyetubuhi, yakni luka-luka, luka
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. :
beral, dan kematian. Sedangkanr unsur-unsur yang dimaksudkan dalam
Pasal 294 KUWMP, ialah bila persetubuhan itu dilakukan pada anak

kandungnya, tir, anak angkslnya, anak dibawah pengawasannya,

pembantu atau bawahannya.

2.2.3 Pemerkosaan Anak dalam Undang-undang No.23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak selaku korban tindak pidanz sebagaimana yang

diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Fasal 1 ayat 1 tentang

Perlindungan Anak:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masin dalam kandungan.

Masalah pemerkosaan anak ciatur dalam Undang-undang No.23
Tahun 2002 Pasal 81 sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melzkukan kekerasan atau
ancaman kckerasan memaksa anak melakukan parsetubuhan
dengannya atau dengan uvrang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3
(tiga) tahun dan aenda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 {enam
puluh juta rupiah) _ ,

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja
melakukan fipu muslinat, serangkaian kebohongan atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain.

Ketentuan undang-undang diatas benaku bagi pelaku nemerkosaan

yabg bukan anaknya.
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2.3 Pembunuhan

Sebelum penulis membacakan lebih jauh mengenai pengertian
pembunuhan menurul Pasal 338 KUHP, maka sebaiknya dikemukakan
terlebih dahulu pengertian pembunuhan itu dari seqgi tata bahasa

Kata pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang beradi
mematikan, menghapuskan, meniadakan, 3Jan membinasakan.
Selanjutnya kata dasar bunuh ditarnbah dengan awalan pe kemudian
diberi dengan akhiran an, maka kata bunuh itu menjadi pembunuh yang
herarti adanya kegiatan yang ditujukan kepaca seseorang atau beberapa
orang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Sedangkan pembunuhan itu sendii menunjukkan suatu tindakan
yang bedentangan dengan hukum maka dapai dikatakan bahwa
seseorang membunuh beratti perbuatan tersebut merupakan perbuatan
melawan hukum.

genada dengan ini maka penulis mengemukakan bahwa
pembunuh adalah suatu perbuatan yang dengan senyaja dilakukan cleh
sesorang atau lebih dengar melawan hukum yang menyebabkan matinya

orang lain.

Dalam Kitab 1indang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kita dapati

icfilah makar mat yang bahasa Belanda disebut doodslag yang

kesemuanya disebut sebagal permbtinuhan. Secara ekeplisit pembunuhan

diatur dalam Pasal 338 KUHP.
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Pasal 338 KUHP dirumuskan sleh R. Soesilo (1988 : 240) sebagal
berikut:

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain,

dihukum, karena makar mali, dengan hukuman penjara selama-
lamanya 15 tahun.

Pasal 338 KUHP diruriuskan oleh Soenarto Soerodibroto (1994 :
207) sebagai herikut:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima
belas tahun.

Berdasarkan rumusan psngeitian pembunuhan Ji atas baik yang
dikemukakan oleb R Soesilo maupun yang dikemukakan oleh Socenarto
Soerodibroto pada  prinsipnya hanya terdapat perbedaan pemakaian

. istilah dalam memberikan pengartian pembunuhan ity sendif, pada
rumusan yang dikemukakan oleh B Scesilo dipakai istilah menghilangkan
nyawa sedangkan menurut Soenaito uperodibrots  dalam rumusannya
memakai istilah merampas nyawa. Dari kedua perbedaan pemakaian
istilah di atas hemat penulis tidak periu dipersoalkan, sebab dari kedua
istilah yang dipakai tidak mampunyai perbedaan yang prinsipil karena
keduanya mempunyai pengeitian yang sama.

231 Jenis-Jenis pPembunuhan

Kejahatan erhadap nyawa ini mulai dari Pasal 338 sampai Pasal

350 KHUP Kejahatan ini termasuk tindak pidana inateriil (materiel delict),

rtinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan
artin
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dilakukan perbuaian itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat

dari perbuatan itu.

Pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang
kejahatan-kejanatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana
dimaksudkan dalam buku || KUHP di aias terbagi atus beberapa jenis,
yaitu:

1. Pembunuhan biasa (dooaslag)

2 Perbunuhan berkualifikasi (gegualificeerd)

3. Pembunuhan yang direncanakan (moord)

Ad. 1 Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
Oi dalam KUHP terfjemahan dari R. Soestio (1988 : 240) tertulis:

Barang Siapa dengan scngaja menghilangkan jiwa orang lain,
dihukum karena makar mati. dengan hukuman pemara selama-
laraanya lima belas tahur,

R. Soesilo selanjutnya mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan
makar mati atau pembunuhan (doodslaag) dalam delik ini diperlukan
perbuatan yang mengakibatkar kematian orany lain, sedang kematian ini

haruslah dilakukan dengan kesengajaan, maksudnya harus termasuk

dalam nial seseorang. Niat disini memandg penting sexali sebab jika tidak

bermaksud dalam niatnya meka kemungkinan delik ini akan masuk dalam

nengertian delik lain, Misalnya: Pasal 359 KUHP yaitu kurang hati-hati

eng akibatkan matinya orand lain, atau mungkin juga termasuk dalam
L

ngertian Pasal 351 ayat (3) KUHP, yakni: penganiayaan yang
pe

kibatkan rnatinya orang lain atau masuk dalam pengertian Pasal
menga
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335 ayat (2 " - |
yat (2) KUHP, yakni: penganiayaan berat dengan direncanakan

terlebih dahulu yang menyebabkan matinya orang lain.

Ad. 2 Pembunuhan berkualifikasi {Pasal 338 KUHP)

Kitah Undang-Undang Hukum Pidana terjemakan R. Soesilo (1988
- 241) tertulis:

Makar mati diikuti, disertal. atau didahului dengan perbuatan yand
dapat_ dihukum dan yarg dilakukan dengan maksud untuk
menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap
tangan akan melindungi difinya atau kawan-kawannya dari pada
hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatkannya
dengan melawan hak, dihukum panjara seumur hidup atau penjara
sementara selama-lamanya dua nuluh tahun.

Berdasarkan pasal tersebut apabila dilihat unsur-unsuraya, maka
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasamya tidak jauh
berbeda dengan unsur-Unsur yang ada pada delix pembunuhan biasa

(Pasal 338 KUHP) adapun yang membedakan antara ke 2 jenis

pembunuhan tersebut ya’ﬁ.rﬁ adanya delik iambahan bersifat memberatkan

sanksinya pada pembunuhan berkualifikasi

Jadi agar suatu perbuatan dapat masuk dalam rumusan pasal ini,

maka parbuatan pemhunuhan it haius disertal atau didahului oleh suati

perbuatan pidana lain yang melanggar hukum. Di samping itu patut kita

ingat bahwa pada Pasal 439 KUHP ini identik dengan maksud Pasal 365

ayat (3) KUHP hanya saja yang membedakan antara kedua pasal ini

yakni: bahwa kematian orang yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3)



: .
KUHP bukan tujuan utama, melainkan merupakan suatu akibal belaka

sebab tujuan utamanya hanyalah delik pembunuhan.
Ad. 3 Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana dalar terjemahan R. Soesilo (1988 241)

yang tertulis sebagai berikut:

Barang siapa dlengan senyaja dan dengan direncanakan lebuh
dahulu rnengl'lntlanghan jiwa orang lain, dihukum, karena
pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau

penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua
puuh tahun.

Pada pasal tersebut diatas pembunuhan yang dimaksud disini
yakni pembunuhan yang pada hakekatnya adalah hiasa (doolslaag)
seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 338 KUKP akan tetapi
direncanakan terlebih dahuld ftulah yang merupakan unsur perbedaan
::Iengaﬁ pembunuhan biasa. Dalam hai ini berarti bahwa didalam
melakukan delik pembunuban dimaksud disini, pelaku terlebih dahulu
telah memikirkan dan mamp-e-rtirr.banghan dengan tenang atau dengan
kata lain pelaku telah memperhitungkan segala sesustunya dalam hal ini
arti segala cara dan akibat yang akan ditimbulkannya.

2 3.2 Unsur-unsur pPembunuhan

Pasal 338 KUHP tersebut diatas mengandung unsur sebagal

perikut:
1. Dengan niat

a. Sengaja sehagai niat #
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Bahwa seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan

menghendaki akibal perbuatannya, maka akibat itu memang merupakan

tujuan atau maksud si pelaku.

Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 1991 : 11) mengutarakan

bahwa vang dimaksud dengan opzel willens en welens (dikehendaki dan
diketahui) adalah:

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja
harus menghendaki (willens) parbuatan ity, serta harus mengerti
(wetens) akan akibat perbuatannya.

Sedangkan menurut Jjonkers (Rusli Effendy et all, 1986 . B5)
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Sengaja itu tidak usah mengetahul secara mutlak, tetapi sudah
cukup ika memahami, lagi pula sengaja ity tidak berwarna, artinya
sudah cukup jika si pelaku dengan sengaja melakukan atau
mengabaikan apa yand diperintahkan oleh Undang-Undang yang
diancam oleh pidana tidak periuian mengéetahui bahwa delik itu

tercantum dalam Undang-Undang.

Mamperhatikan teor teisebut diatas, nampak adanya_pemedaan
pendapat dari beberapa sarjana tetapi perbedaan tersebut hanya
merupahkan pernakaian kata yarg membawa hasil yang sama.

b. Sengaja insyaf akan kepastian atau keharusan (opzel

bifjz akerherdsbe wusiziin)
Si pelaku (dader) pasti mengetahul atau yakin benar bahwa akibat

yang dimaksud akan terjadi suatu skibat l2in. Dengan kata lain si pelaku

(dader) menyadari atau menginsyaii bahwa dengan melakukan perbuatan

jtu, pasti akan menimbulkan akibat lain.
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Wirio i
ijono  Prodjodikore (1985 - £3) berpendapat tentang sengaja
insyaf akan kepastian, sebagai berkut:

Eteqi%ajs semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya
itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar

dari a;lelii_;, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan
mengikuti perbuatan itu.

e, Sengaja insyaf akan kemungkinan (dulos eventualis)

Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan
hahwa sangaja melakukan suatu parbuatan yang akan berakibat tertentu,
akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timoul akibat lain
yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

van Bammeten (Leden Marpaung, 1991 : 47) mengutarakan
pandapat mengenai sengzaja insyaf akan kemungkinan, yaitu sebagal

" berikut:

Yang dinamakan sengaja insyaf bertolak dari Fﬂm"”ﬂmﬂa“- maka
juga tidak pemah l2bih panyak diketahui dan dikehendaki
kemungkinan malinya orang lain, tidak dapal alkatakan bahwa ia
menghendaki supaya ofang ity mati, Tetapi jika seseorang
melakukan tindakan dengan kesadaran bfahwEL perbuatannya akan
dapat menyebabkan matinya orang lain, ia memang menunjukkan
bahwa ia menghendac kematian orang lain.

sedangkan FE. Lamintang (Leden Marpaung, 991:18),

rnengemuhal-:an menganai dolus eventualis sebagai berikut
Pelaku yang persangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan itu

" bulkan suatu akibat yand dilarang oleh undang-
untuk "f;;?menvﬂdﬁ" cemungkinan akan timbulnya suatu akibat

dang t : ‘
:gng lg':n dari pada akibat yang memang ia kehendaki.

Berdasarkan yraian diatas. maka dapat disimpulkan bahwa unsur

aan  meliput lindakannya dan objeknya artinya pelaku
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mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari
perbuatannya tersebut. Selanjutrya untuk mengetahui terpenuhinya delik
pembunuhan dengan unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal
338 KUHP diisyaratkan bahwa pemibunuhan tersebut harus dilakukan
sesegera mungkin sesudah timbulnya maksud alau niat untuk membunuh
dalam Pasal 338 KUHP ini tidak dengan suatu perencanaan, sehingga
niat disini adalah datangnya sekeiika itu juga.

2. Menghilangkan nyawa orang lain

nsur ke dua dari Pasal 338 KUHP adalah menghilangkan nyawa
orang lain yang merupakan unsur objektif. Dalam rumusan delik
pembunuhan Pasal 338 KUHP ini tidak ditentukan bagaimana cara
melakukan perbuatan nembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa
yang digunakan tetapi hanya menggariskan bahwa akitbat dari perbualtan
si pelaku mengakibatian hilangnya nyawa orang lain.

Jadi untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada
suatu perbuatan, walaupun perbuatan tersebut kecil tetapi dapat
mengakibatkan hilangnya nyawa grang lain. Akibat dar. perbuatan

tersebut tidak periu terjadi sesegera mungkin akan tetapi dapat timbul

kemudian.

Dis'si 1ain dapatlah dikemukakan bahwa kata pembunuhan dalam

pemakaian istilah perbuatan pidana mempunyai pengertian antara lain

sebagal parikut:

K}




- Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana
disertai dengan suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- Perbuatan yang oleh sesuatu aturan hukum dilarang dan diancam
pidana, asal saja diingatkan bahwa larangan tersebut ditujukan
kepada pefpuatan yaitu mulai dan seni suatu keadaan atau
kejadian yang ditvjukan vepada orang yang menimbulkan
kejadian itu.

Jadi nampaklah disini hahwa istilah perbuatan merupakan suatu

pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit yaitu:

1. Adanya kejadian yang tertentu

2. Adanya orang yang berbual yang menimbulxan kejadian itu

Beherapa pengerian yang dikemukakan di atas,pada dasarmya

tiada satupun yang memberikan pengertian pembunuhian secara tegas,
akan tetapd lebin ditekankan pada sanksi yang melakukan tindakan pidana
tersebut.

Oleh karena ity nenulis menyadar bahwa dalam memberikan

gertian tentang pemnunuhan hanyalah pegangan, oleh

hatasan pen

karena dalam memberikan batasan pengertian atau definisi terhadap

suatu masalah merupakan suatd hal yang sulit, sebab dengan definisi

merupakan ukuran untuk dapat dijadikan sebagai pecoman. dalam

merumuskan guatu peristiwa
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2.4 Concursus
2.4.1 Pengartian Concursus

'Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidara (KUHP) tidak
dikenal istilah concursus, yarg dikenal adalah penggabungan tindak

pidana.

Menurut Waluyadi (2002 © 160} pengertian concursus adalah:

Seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan
beberapa aturan pidana dilanggar

Beberapa tindak pidana yang cilakukan sesecrang dan hakim belum
pernah memutus satu pun diantaranya

Putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu
akan terjadi serempak dalam wakiu yang bersamaan dengan
perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang

bersamaan.

Berdasarkan pengertian pokok tersebut diatas, maka concursus dapat
didefinisikan sesecrang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan
yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, dimana perbuatan tersebut
dilakukan serempa k, yanQ kemudian hakim akan memutus secara

bersamaan perbuatan tersebut yarg masing-masing dari perbuatan

tersebut helum pernah dijatuhi hukumail.
2.4.2 Jenis-Jenis Concursus

Jenisjenis cocursus adalaht

1. Concursus idealis, seseorand yang melakukan satu tindak pidana

yang menyebabkan haberapa aturan pidana dilanggar
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2. Concursus Realis, seseorang yang melakukan beberapa tindak
pidana yang menyebabkan beberapa aturan pidana Yyang
dilanggar.

Dalam membedakan antara concursus idealis dan cOnNCUrsus realis
adalah tersedianya kesempatan bagl scseorang untuk melakukan atau
tidak melakukan perbuatannya (ada alternatif) untuk berfikir,

Concursus idealis sangat erat kaitannya dengan teori apa boleh bual
atau dengan istilah seseorang mau lidak mau harus melakukan hal it
apabila menghendaki suatu akibat yang diinginkan, sedangkan dalan
concursus realis teori ini tidak berlaku.

2 4.3 Sistem Penjatuhar Pidana

Sister penjatuhan pidana dalam concursus adalah:

1. Dalam satu perbuatan yang melanygar beberapa ketentuan
pidana, maka yang diterapkan hanyalah satu tindak pidana

2 Jika tindak pidana yang dilakukan tersebut ddak sejenis, maka
yang diterapkan yang paling berat ancaman hukumannya

3. Apabila seseorang itu dalam perbuatannya melanggar ketentuan
umum dan tindak sidana khusus, maka yang diterapkan

pidana

adalah peraturan yang terdapat dalam tindak pidana khusus

4. Apabila perbuatan jtu merupakan kejahatan dan juga

pel.anggaran maka yant diperiakukan adalah ketentuan pidana

yang 0aling perat ancaman hukumannya
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Apabila seseorang tersebut melakukan beberapa kejahatan yang

masing-masing ancaman hukumannya Sama, maka vyang

diterapkan hanya salah satunya

Maksimum pidanz yang dijatunkan adalah dijumiahkan secara

keseluruhan, akan tetepi jumiah keseluruhan tidak boleh lebih dari

pidana yang terberat ditambah sepertiga

7. Apabila seseorang itu melakukan beberapa perbuatan yang
melanggar aturan pidana ltidak sejenis), maka keseluruhan
dijumiahkan dergan ratatan hasil akhimya tdak boleh melebihi
pidana yang tertinggi ditambah sepertiga :

8. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara
seurmnur hidup, maka tidak bol=h dijatuhkan bersama itu berupa
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang Yyang telah
disita dan pengumuman putusan hakim.

g. Apabila hakim hendak menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak
tertentu yang sejenis, maka lamanyd pencabutan itu harus sama
dengan lamanya hukuman penjara atau pidana kurungan dengan
pen ambahan minimal dua tahun dan maksimal lirma tahan.

dan penguasaan teniang sistem hukuman dalam

Pengetahuan

cursus adalah penting supaya kita dapa mengetahui putusan yang
ED" L]

van dijatuhkan oleh hakim berdusarkan atas tindak pidana yang
akan di

dilakukannya-
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh datz dalam penulisan skripsi dengan judul
Proses Pembuktian Tindak Pidanz Pemerkosaan Disertai Pembunuhan
dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar no.
706/Pid.B/20068 maka perulis terlebin  dahulu mengawali dengan
penelitian mengenai subjek dan objek yang terkait dengan pokok-pokok
permasalahan nantinya.

Subjek penelitian yang dimaksud merupakan sumber tempat
memperoleh keterangan penelitian atau tepatnya iaiah seorang yang
dengannya dapat diperoleh koterangan objek penelitian karena objek
penelitian penulis disini yaitu apa saja yang menjadi alat bukti dalam
persidangan kasus pemerkosaarn disertal pembunuhan tersebut. Maka
yang menjadi subjek penelitian udalah instansi atau lembaga yang
menjadi tempat terjadinya proses pembuktian tersebul

Instansi ata lembaga Yyang dimaksud dalam hal ini adalah

Pengadilan dan HKejaksaan cedangkan lokasi penelitiannya adalah

Pengadilan Negefi Makassar, yand mudah dijangkau penulis.

3.2, Je nis dan sumber Data

¢ . dari perbagai sumber. [amun, secara garis besar enis dan
informasi

gigolongkan dalam dua kelomrok:
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1- Data Fﬁmer

Data pri i
ata primer adalah data atau informasi yany diperoleh melalul

kegiatan wawancara dengan pihak yang terkait, seperti; hakim,
jaksa, dan pihak-pihak yang terkait lainnya.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari dokumen,
buku, majalah, seita literatur yang relevan dengan objsk penelitian.
4.3  Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperaleh dala atay informasi yang sangat dibutuhkan
dalam permasalahan masalah, metore alau teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah sebagai besikut.

1. Metode Penelitian Pustaka

Yaitu suatu penelitian melalu; berbagai media cetak diantaranya
berupa buku-buku, makalah, serla larangan ilmiah lainnya.

2 Metode Penelitian Lapargan

Yailu sualu penelitian dengan pengamatan langsung Yyang

herhubungan dengan penulisal? skripsi penulis.

3.4. Analisis Data
getelah penulis memperoleh data primer dan data sekurder seperti
maka setanjutnya untuk menghasilkan sebuah karya

yang tarsebut diatas,
gtematis diperiukan suatu sistem

g terpad dan si

iimiah (skripsi) yan
gan Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara

analisis data yand dikenal den

a4




iimiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlikan suaty sistem
analisis data yang dikenal dengan Yundis Deskriptif yaitu dengan cara
menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenal

proses pembuktian dalam Hukum Acara Pidana
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BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam kaitannya dengan proses pembuktian dalam tindak pidana
pemerkosaan disertai dengan pembunuhan, naka perillis akan
membahas putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar Mo.
+96/Pid. B/2006/PN.Mks tanggal 04 Cktober 2006, Putusan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Selanjutnya
dianalisis sacara berturut sebagai berikut
441 DUDUK PERKARA
Telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang disertai
pembunuhan yang dilakukan oleh ICOING DG LIWANG, Tempat
lahir Takalar, 39 tahun, Agama isiam, Kebangsaan indonesia. Pada
hari Jumat tanggal 95 Mei 2006 sekitar pukul 12.00 WITA
a Kelurahan Bira Kecamatan

pertempat di Kampung Birong Jati

Tamalanrea Makassar, tethadap EITRIYANI (masih di bawah umur

44 tahun) yang merupakan letangga korban sendiri. peristiwa ini

perawal dari dendam dan sglisih paham antara terdakwa ICOING

DG LIWAMG dengan ayah korban ARIF DG ANGNGALLE. Pada

untuk menggauli korban FITRIYANI,
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pada saat i
pula korban FITRIYAM! yang sedang tertidur pulas di

e
gendong oleh terdakwa ICOING DG LIWANG eluar dari rumah

an m
dan memb3awanya ke kebun ubi belakang rumah milik DG

RASULU. Di sanalah terdakwa ICONG DG LIWANG akan
memperkosa korban FITRIYANI, pada saat akan diperkosa, korban
" FITRIYANI tiba-tiba sadar dan meronta-ronta, schingga terdakwa
ICOING DG LIWANG kemudian menutup mulut korban FITRIYAN
dengan menggunakan Sarung. mencekik lehernya  sambil
membantur-benturkan kepala korban FITRIYANI ke tanah yang
menyebabkan korban FITRIYANI tidak berdaya dan tidak bergerak
lagi, barulah setelah terdakwa ICOING DG LIWANG melampiaskan

nafsu birahinya kemudian beberapa saat ia sadar bahwa korban

FITRIYANI telah meniggal.
42 DASAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM

DAKWAAN:
PERTAMA

Primair:
. hari Jumat tanggal 05
wa ICOING 26 LIWANG, pada .
Miel Eﬂggﬁii:::d;ubml 13,00 WITA atau setidak-lIcaxry@ ircntricqub
e 2 bulan Mel 2006, berterPe: di Kempung BIONG 8 e suaty
EiE'1 an‘r.:i ik tan Tamﬁﬁanrea Makassar atau sgndaknhdaknﬁisih aﬁauhzlu
ira Kecama masih dalam daerah direncanakan lebinh da u
tempat lain yang g yakni korban PT. FITRIYANI (masih dibawah
Trﬁ:?hﬁﬂ?ak#:n?yﬁjg dilakuran olen terdakwa gengan cara sebagal
bernkut: . ,ndam dan seligh paham antara
gerawal dar adany g:ﬂumn yaitu lelaki ARIF ALl DG
N 4 ayah korban pernah menebang pohoh
LE vn:llﬂ'l"i"'f_wtﬂ memutuskan aliran listrik dirumah
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terdakwa sehin
der;lgan ayah Hn?g:n_mfﬂahwa sakit hati dan selalu dendam
Bahwa pada h :
habis minum-r?;;\j&mi;z: I?'nm Wil 05 M9 2056 SRS
terdakwa melewali depan ruriﬂiat pulang kesumahnya, lalu
menghampiri rumah korban saﬁtblﬁan'hﬁmuﬂian i
dan melihat korban Pr. Fitriyani s Mo misipsil e
cumah de : yani sedarg ter_'hdur pulas di dalam
diins Aiat rltgakn menggunakan sarung sehingga muncul nafsu
e ko, om0
. T n, kemudian n
digendong oleh terdakwa dalam keadaan tidur dengan
dibungkuﬁ kain sarung milik korban, seria membawa dan
menuju ke kebun ubi belakang cumah lelaki DG RASULU dan
terdakwa membaringkan korban diatas tanah masih dalam
keadaan tertidur, disaal worban masih  tertidur terdakwa
membuka celana dalarn korban hingga teriepas dafi tubuhmnya
demikian juga sarung yang digunaran saat itu, selanjutnya
terdakwa membuka celananya sampal dilutut juga celana
dalamnya, ;
Bahwa pada saat terdakwa akan memasukkan kemaluannya
kedalam kemaluan korban, korban terbangln dan memberontak
sehingga mulut korban langsunc terdahwa ftutup dengan
manggunakan sarung Yyang terdakwa lilitkan kebelakang,
kemudian Kkedua uungaya lerdakwa pegang sambil
mengencangkan sehingga korban tidak bica bersuara lagi,
meticekik lenemya sambil membentur-benturkannya ketanah
cehingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi, setelan
korban tidak bergerak lagi kemuaian terdakwa memasukkan
kembali kemaluznnya kedalam kemaluan karban, disaal
kemaluan terdakwa gudah masuk hedalgm kamaluan korban
lalu terdakwa menggoyarg-goyandkan pingguinya naik furun

: ' mengeluarkan air mani;
Eaevﬁgﬁlifgﬂmﬁ;ﬁa‘ ‘ﬂaa&ﬁg melepaaskan  birahinya
s;:nllutn::ﬂ rnenggenaran kembali celana caiam kﬂma“.ﬁ"
memakaikan sarung sedangkan terdakwa [ug3 m:‘d n

. celana dalam dan celana panjangnya ian
kembal adar bahwa korban sudah meniggas, sehingga
ko ipawah pohon pisang dan

3 emudian tordakwa  menuju
mﬁmbﬂ“ﬂgh‘?"wa {_E: bﬂl:-; dilﬁmu.a't tersebut selama 1 (satu)
; \a bers ma i LENTENG peserta anaknya,
jam h!EFDEﬂ 2 jakwa menuju kerumahnya ¢an melihat orang
kemudian terce i n terhadap korban Pr. FiTR!.‘!‘hNi sehingga
melakukan Fem:-.anbantu warga untuk mencari korban yang
i flang rerdakwa arahkan ketempat El’{bﬂah yang
gg.:ﬂn g;ah agar jenasah koot tidak ditemuiar
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- Bahwa pada lees
: weesokan hari
sekitar Jam 03.00 WITA arinya Sabtu pagi tanagal 06 Mei 2008
terdak: ' lerdakwa menuju te
Na simpan lalu terdakwa o ju tempat Jenasah yang
setapak kemudian terdakwa pula pindahkan kepinggir jalan
terdakwa sempat ketemu de:it}anr;g KT pada pral
darimana sehingga le:dakﬁa hmms yang menanyakan
xemudian terdakwa pulang dan h:' § dan. Mg il pesar
terdakwa mendengar kabar b etirabat i, pegl VACAFC
dhamiken disingak | ahwa jenasah korban telah
n dipinggir jalan, sch
membant - ingga terdakwa berpura-pura
7 u mengangkat jenasah korban supaya fidak dicun i
terdakwa yang metakukan perbuatan t\v.-r-f.s.et:u.lt'1'Ir = cleunes
. Bahwa berdasarkan ‘isum Et R ; !
RIOINVI2 R epertum  No. Paol:
00S/RUMEKIT tanggal 06 Mei 2006 dari
B dari Rumah Sakit
BHAY ANGKARA MAPPAODANG POLDA SUL-SEL
MAKASSAR, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. IRWAN
WIJAY A dengan hasil peme -ksaan sebagai berikut:
- Tampahv jenasah perempuan dibungkus sarung batik
warna hijau kombinasi merah ungu,-
_ Didalam dibungkus sarung patik warna kuning,-
. Memakai anting warna keemasan,-
. Tampak busa keluar dari hidung mulut wama bira,-
. Tampak luka gigitan serangga pada daerah leher, dada,
lengan atas dan bawah ssrta paha bagian atas dan belis

bagian a'as,
. Kulit mata kanan juka dengan keluar darah ukuran 1/2 X

1Cm, - |

_ Luka lecet leher bagian bawd: dengan tidak paraturan,-

_ Luka kecet pada punggung kiri belakang ukuran 1 X2
cm, - . _

_ Keluar darah dari Vagina.-

. Lukalama tidak ada.,-
_ gelaput darah tampak sober.”

. Ada robekan jam 12,11, 3

b kematian diduga  akibat

Kesimpulan: penyeba disertai dengan

dimnggalaman dirawa-rawa
pamemnﬁaan

gaimana diatur dan diancam dalam
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Subsidair

Bahwa terdakwa ICOING pg LIWANG, paga waktu dan tempat

sepertl yang lelah diuraikan pada tuduhan primarr diatas, dengan sengaja

merampas nyawa orang yakni korban Pr, FITRIYANI {masih dibawah

umum 11 tahun).

Perbuatan terdakwa merupakan ‘indak pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 338 KUHP.

DAN
KECUA
Bahwa terdakwa ICOING DG LIWANG , pada wakiu dan tempat
sebagaimana dalam dakwaan kesalu diatas, dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa sesecrang wanita bersetubuh dengan dia

diluar perkawinan yakni korban Pr. FITRIYANI (masili dibawah umur 11

tahun).

Perpuatan terdakwa sehagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 285 KUHP.

e ATAU

KETIGA

kwa ICONG DG LIWANG, pada waktu dan tempat
'3

ierda _
. skwaan kesatu diatas. dengan sengaja

' jlam d
sebagaimana da g
kekerasan atau ancaman kekerasan mMem
melakukan - .
reetubuhan dengannyd yakni |_c.+:.rban P

melakukan pe

11 tahun). W )
(masih dibawah umur /
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4.3

Perbuatan terd
akwa sebagaimana diatur dan dgiancam dalam

Pasal 81
Undang—undang Mo. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.
DASAR TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang ada

akhirnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Makassar

menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

? 'rnuli::;a‘}ﬁ;znﬂ ;ﬂakm ICONG DG LIWANG terbukti bersalah
pidana pembunuhan yang direncanakan dan
pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP pada
Ezgwaan Pertama Primair 4an Pasal 285 KUHP pada Dakwaan
ua;

2 Menjatuhkan pidana tethadap terdakwa ICOING DG LIWANG

dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;

Memerintahkan agar lerdakwa ‘atap ditahan,

Menetapkan barang bukli beruge:

- 1 (satu) lembar cetana dalam milik korhan FITRIYANI

- 1 (satu) lembar celand dalam milik terdakwa ICOING DG

ek

LIWANG | |

- 1 (satu) lembar saning milik. korban FIRTIYANI dikembalikan
' korban

e e, ol ICONG DG LIWANG,

- 1 (satu) lembar baju kaos merah milix

dikembalikan kepada terdakwanya; .
5 Menetapkan supaya terdakwa membayar bidya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (dua nku lima ratus rupiah).

4.4 FERTIMEPLHG.AH FEHJATUHAH HUKURWAN
1. Dakwaan penuntut Umum
Menpertimbangkan dasar hukum dakwaan Penuntut Umum
1
sebagai berikut:
Pertama:
Primair . Melanggar pasal 340 KUHP
L
KUHP
Subsidalr metanggar Pasal 3%
L]
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Kedua:
Melangoar Pasal 25 KUHP

Alau:

Ketiga:
ig Melanggar Pasal 81 Urdang-Undang No.23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam luntutannya tanggsl 20 September 2006
No. Reg Perkara: PDM-396/MKS/Ep.1/07/2006 memirta agar Pengadilan

Negeri memutuska:

1, Menyatakan terdakwa: ICOING DG LIWANT terbukti bersalah
melakukan tindak pidana penbunuhan yang direncanakan dan
memperkosa Ssebagaimana dalam Pasal 340 KUHP pada
Dakwaan Pertama Primair gan Pasal 285 KUHP pada Dakwaan

Kedua,
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: ICOING DG LIWANG

. dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
Memerintahkan agar terdakwa tetap dl?ahaln _
memerintahkan agar barang bukt dikembalikan kepada

terdakwa _
Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
Umum dikemukakan hal-hal yang dianggap

n

o AW

Adapun oleh Penuntut

memberatkan terdakwa yaitu:

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan  bagi

ng tua korhan dan meresahkan masyarakat,

rupakan perbuatan biadab

keluarga /ora

- Perbuatan {erdakwa me

an
3. Alat-alat Bukdti Dalam persidang

kta yangd terungkap dalam persidangan cacara berturut-
e kti surat, petunjuk, keterangan

i, alat bu
turut berupa keterangan saksi-s8KS!
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rerdakwia, dan barang bukij.

F .
akta-fokta tersebut diatas akan penulis

yraikan di bawah ini.

a.

=

Keterangan Saksi-Saks;

Saksi M. ARIF ALl DG MG
AL i
pokoknya menerangkan sebagai t!.i.eEnk:tl il sl

Bahwa be £y

hubungan ::{u:ragiﬁ_l nenal dengan erdakwa tetapi tidak ada
Bahwa saksi ltidak mengetahui a i

terdakwa sshingga diajuha“rli diparsidafmga fmﬂ dilakukan oleh
Bahwa saksi kenal FITRIYAN| adalah arak saksi yang pertama
sudah meninggal, berumur 0 tahun, sekolah SD kelas 5.
Bahwa FITRIYANI meningyal karena diculik, disiksa, dan
dibunuh.

Bahwa sebelumnya saksi adu dijalan Banda sedang tekerjd
Bahwa saksi tidak tahu jam berapa FITRIYANI diculik

Bahwa yang ada dirumah, ‘bunya, adiknya, dan FITRIYANI
Bahwa FITRIYANI diculik dalam keadaan tidur

Bahwa saksi tahu anaknya tidak ada dirumah sekitar jam 10
malam

Bahwa saksi melihat JAELANI masuk dan saksi berlanya
kenapa ada didalam rumah dia bilang mau bel rokok, benar dia

beli rokok merek sejarah kuning |
Bahwa FITRIYANI biasanys tidur sama ibunya
Bahwa waktu sakel membangunkan istennya pada malam itu

j tidak tahu EITRIYAN! tidur sama saja _
Eiﬁ:f:d!?a‘iau ada orand tidur dirumah saksi, hisa dilinat dari luar
yang tidur diruang tamu e

ister ' kan EITRIYAN| dimana -
E:Eﬂ ::::?1 2?2; THE:E;E menr:.arilF!THWﬁ NI dia bilang disini
Lk el dar] st 3 #iqiﬁ:ﬂ?&fﬂ;’;m -umah, kemudian diluar
Bahwa saksl msifg;;j ;emu.jién saksi _r:,nri di Erurr‘lt._ll' ya::i;a tidak
tn;;]aqh ﬁ;gadan i@ ﬁ&aﬁ; ada, setelah ity saksi car ketetangga
alu

juga tidak ada | dengan terdakwa perdekatan sekall

Bahwa jarak

rdakwa o
Bahwa sa pada wakiu FITRIYANI dican

jugt . cakitar | 30 disaluran
terdakwa Jugd ada . pagi sekitar jam 0730
TRIYANI d'waﬁipmﬁgdﬂiﬂm condisi, kening robek,

; ia dan sarung
air, yang menemuXe L i cetana daam 54 _
kepala poeety ;naiadltaﬁukan yardakwa mall membantu tetapi
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Bahwa wak -

Bahwa Ea'rcl:i h’ﬁi’han dla’ﬁﬂ"im erumah tidak ada polisi

g % dpor pelisi sebelym karh S A
llaporkan JAELANI karena dia ada :ji an dilemukan, yang

B dal
Bahwa saksi lidak tahuy berapa lama anfaT;ﬂErﬁmn

dengan terdakwa diproses diproses

Bahwa saksi pernah =
; ada masalah dengan a :
pernah saksi tegur kenapa ambil daun Disal?q terdelons Yol

Bahwa atas persoalan : g
pnyine 217 tersebut saksi tidak baku omong dengan

Bahwa JAELANI adalak kemenakan terdakwa

Bahwa sewaktu ditemukan korban sudah meninggal

Bahwa sebelum kejadian, kerban pernah cerita katanya korban
pernah mandi disumur terdakwa dan dia dimarahi

Bahwa setiap mau keluar rumah FITRIYANI pamit

Bahwa mengenai perselisihan antara saksi dengan terdakwa
masalah listrik lebih dahulu baru masalah pchon pisang

Bahwa waktu FITRIYANI tidak ada, JAELAMI masih ada
dirumah

Bahwa kata tetangga waktu FITRIYANI dicari terdakwa juga

mencari -

Pahwa saksi membenarkan barang bukti, juga Visum Et
Repertum.

Bahwa aftas keterangan
menyatakan benar.

Saksi RABASIA ALIAS SIA, dibawan sumpah yang pada

sebagal bernkut
pokoknya menerangsan SeL: :
: ama RIY AN umur 10 tahun
Bahwa anak saks Ak s:l-mra pemah ada masalah yaitu

antara saksi dengan terd - i
E&E::\gina? alivan listrik kerumah terdakwa saksi putus karena dia

tidak bayar 1 _
Rahwa saksl terakhir meliha

gﬁﬁﬂﬂﬁiﬂnﬁﬁuﬁmwnm idak ada sawakiu bapaknya

agksi tersebut diatas terdakwa

¢ FITRIYANI jam 09.00 malam

datang AELAN 4atang kerumah saksi getelah suami saksi
Bahwa J |
i rd kot
gaat::g ETRIYANI dicar @i hutan-hutan dan te al{wa.u
E = 4 L '
meticari . gi sekitar jam 07.00 tidak pakai
YANI ditemukan P2 cai haju karena panas,
el FITRflm K fdur Gid tidak pﬂn Etl.;rhal'ik dan badannya
s i dalam & habis diseret dan
akai celal dalam &P kelihatannya ingaa
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Bahwa korban .
Bahwa JAE Lﬂmhggﬂu:ﬁ:dmn tidak pernah bercerita
masih remaja ermenakan terdakwa dan JAELANI

Bahwa kalau korba i
E‘iahtidalrt hemah pann'.iti.mmm fumah selalu pamit dan malam itu

ahwa katanya JAELAN| masuk kerum i

=su ah szkit karena pintu

iu':zh terbuka,rumah saksi bisa dibuka kalau man]aikar:zz

uncinya I!_'nanyra terbuat dari kayukalau mau dibuka hanya
diputar saja, kadang digoyang-goyang saja pintunya 5ud:h
terbuka. IBahu.lra setelah masalah listrik terdakwa tidak marah
karena dia sering belanja divumah saksi.

Bahwa mengenal masalah ' i
terdakwa tigak marah. PO gRING YRGBT
Bahwa sewzktu suami sakei datang Jaelani ada didalam rumah,
suami saksi beri salam dia keluar baru masuk lagi, FITRIANI
pada waktu itu sudah tidak ada, malah terdakwa juga ikut
mencari dia funjukkan xepada masyarakat kearzh timur,
katariya ada bekas kaki anak-anak dan nanti keesokan hari baru
temukain.

Bahwa atas keteranjan saksi tersebui diatas, terdakwa

menyatakan benar.

. Saksi HJ.LENTENG BINTI DG.LAHABO, t_!lba'-frah sumpah yang
" ada pada pokoknya menesangkan sebagai berikul:

Bahwa saksi adalah tetangga dengan FITRIANL.

Bahwa pada malam iy saks, pemah ketemu deﬂg::_
terdskwasekitar jam 10 terdaxwa datang datang dirumah saksl

i jaan. _
g:t:tiape:::t?ka terdakwa datang dirumah saksl terdakwa

i wama merah. e .
ginf;fiﬁfiﬁfgzkzglﬁﬂlﬂﬂ;&ﬂ“ﬁ;ﬁtﬂksl hanya
gl:;;rn; i;i:ﬁahu jam terdakwa datand dirumah saksi karena
saksi lihat janhu
xﬁ:nﬁﬁnmaﬂ:ﬂ?r&ﬂ- ar FlTHI.ﬁ.H! meninggal caksl tidak
5:212 :::i& saksi perd' N enaps
Bahwa saksi ﬁdaktgmngan kel terse

stang diruma caksi, saksi belum

angd. -
terdakwa disidang.
put diatas, terdaliwa

Bahwa 4 { Eir

anyatakan D€
ki LEH  gibawah sumpah yang ada pada
Saksi MUH. e agai ber . h korban
uknhny’ﬂﬂ!:";n:;-iﬁl per;auhan d ngan fuma
Bahwa ru
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SETWA S3AE i .
SiSUCang ‘:-hfnalf“‘m“"“’;‘ hATENa paman samasam
b W] EEAMS Beenam) blan t 1 BETna-EaTE DEVETE

E3TW3E 8243 hda
<3 haak laha w -
RS 3hiu berhent bekera wrosvws bakatia

Bahwa terdakw i :
d SENNG Mnum-minum karas,

Batwa atas keter
® | a an 53 - g y
nyatakan benar, " ksi lersebut diatas, terdakwa

; anss SYARIFUDDIN DAENG SUBE, dibawah sumpah yang
aca pada pokoknya menerzngkan sebagai berkut: '

Bahwa yang saksi diketanui bahwa FITRIANI hilang, yang

membeni tahu adik saksi jadi saksi kesara sekitar jam 03.00

dini hari, nanti keesokan hannva baru saksi dapatkan anak itu

dan saksi ticak langsurg diangkat, nanti ada beberapa QTEHQ.

datang baru diangkat ramai-ramal.

Bahwa FITRIANI berumur sekitar 10 tahun.

Bahwa keadan korban sewakiu ditemukan tidak pakai baju,

sarungnya terbuka, setelah diangkat kerumah, anak i sudah

maninggal dan badannya banyax membiru.

Bahwa wakiu terdakwa ada, malahan dia yang menenangkan

orang tua korban, yand mengatakan bahwa tenang, tabaf.

kalau kena musibah harus pasrar. _

Bahwa tempat diternukan mayat korban didekat saluran &ir.

g i wa nmnermjhan korban. )
téi';:r: ::?t;e?u;g korban meninugal «eadaan anak itu sehat-

sehat saja. )
Baiwa sjewahtu korban ditemukan banyak keluarga yang hadir

' encar malam it
dan banyak keluarga yang kutm iy eorkan

k wrangd membuat tenda _ :
iﬁgm:rg:;ﬁ hahwa kalau pelakunya didapat kita

: bukti.
Bahwa saksl memgiﬁ : ", saksi melihat tesdakwa ada
K ng minrum kopi, perkiraan

szksi terdakwa mau buand air besar put diatas, terdakwa

Bahwa atas terangan
menyatakan penar

LU, dibawah sumpah yang ada pada
SAKSI DAENG ' 2qai berikut

;3ngmanﬁﬂbf“9 cenapa terdakwa diajukan

pokoknya otah e
meng du waktu korban
E:S:rgidangan kaianya 292 | @ﬁﬁ%ﬂ:m 03.00 dini hari.
hilang, 5@ g '“ﬂ‘ﬂ ditemukan korban dipawa kerumah
i j.ramal
a2 ko 7
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Bahwa jarak ruman .
meter saksi dengan rumah korban sekitar 50
Bahwa saksi tidak

pernah P
dengan orang tua korban mendengar terdakva berselisih

Bahwa saksi mengtahui terd
dikantor polisi akwa membunuh korban sewakiu

Bahwa saksi tahu FITRIAN maning i

gal, saksi bantu erang-orang
yang mengangkat FITRIANI (korba i
dibawa ke Rumah Sakit <) Kemobil sewakiu akan

Bahwa alas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa
menyatakan benar,

. Saksi DJAELANI BIN DG. SALONG ALIAS DG RURU
(dibacakan), dibawah sumpah yang ada pada pokoknya
menerangkan sebagai bercut:
Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan
hilangnya FITRIYANI dirumahnya hingga ditemukan namun
meninggal dunia. , .
Bahwa caksi menjelaskan bahwa FITRIYANI hilang dirumahnya
pada hari sumat, tangga! 5 Mei EUDE_ jam ET'EH. W}Tgﬂ g.:_?
FITRIYANI ditemukan pada Fagi harinya yaitu nari :
tanggsl 6 Mei 2006 cekiar jam 07.00 WITA, bertempat di
Kampung Borong Jatia, Kel, Bira, Kel. Tamalanrea Makassar
] jelaskan ‘2 mengetahui FITRIYANI itu hilang

 Bahwa saksl menjeiast: gt irumah FITRIYANI

karena pada saat saksi u*;gE b mﬂﬁl‘ﬂ*ﬂ;mrﬂj:m"a 22 00 WITA,
pada hari Jumat, tancga i anaknya
lbu FITRIYANI yaitu

tidak ditemukan saat i
= uﬂ £ [
FITRIYANI didalam rumahnya RTEE 0 e htu, tanggal 6

hiet 2000 Iwﬁmr:mifm jam, tanggal 5
eudah meninggalaunia o6 Jumat malam,
Bahwa saksi mﬂmﬂasmnmpﬁdh:t ICOING DG LIV/ANG keluar

i ksi sempal _ Lo
:id:rli Esuﬁ}:llﬁa EITRIYANI sanbil membaw

dibungkus dengat E-Hnﬁﬁk nengetahur isi bungkiisan ¥ang
ngu, ng tersebut . dian ICOING DG
dibungkus dengan ST ' pada Sfmhﬁsausi melihat jelas

mmwwdﬁ

sarung karena | dan malam dengan kaca jendela

+ 8 (delapan) mﬂﬁ{fﬁﬂl yand i, serfa pakaian yang

datam L FITRIYAMI 5::;[ ) memakai kaos wama
= FJ'H‘;

dmig u‘ﬂnﬂ"k'a' ',,t ICOING DG LI

merah.
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C.

Terdakwa ICOING DG
pokoknya menerangkan seba

Bahwa saksi men

: gelahui 1CO
menculik serta mem UING DG LIwWaNG
pengakuan ICOING pneékfﬁ; hingga membunuh FITEYﬁrnﬁ?Hlmnjﬂ
Polsek ANG sendiri di hadapan petugas di
Bahwa saksi sebelumnyas kenal

disamping masih tetangga jug sl

keluarga dengan ICOING DG Ll‘u:ﬂilaéﬁ TS g

Bahwa dijelaskan i

lembar sarung kutap?_lh?:mia:i:msﬂ;ﬁ ﬁﬁ“ﬁ'i“ﬁ!ﬂ" 1 (sat)
(satu) lembar baju kaos wama rner-:a!.rl‘.wnsg:lﬁﬁI itk
R?FEHE sarung tersebut  pada malam hegﬁiﬁlenalma
dipergunakan oleh ICOING DG LIWANG mﬂrnburigkuz snﬂsﬁm
yang saksi tidak tahu apa yang ::Iib-l.hgkuﬁ}a sedangkan baju
kaos merah saksi mengenalnya karena pada maiam heiadi;n
ICOING DG LIWANG yang mernakai kaos tersebut

Bahwa atas kelerangan saksi terseout diatas, terdakwa
menyatakan ada yang tidak benar.

Alat Bukti Surat

Alat bukti surat yang diajukan ci depan persidangan berupa:

. Hasil Pemeriksaan Visum Et Reperium dari RUMAH SAKIT
BAYANGKARA MAPPAODANG POLDA cul-Sel Makassar

Nomer. Pol: R/01 NF2006/RUNKIT tanggal 06 Mei 2006 yang

ditandatangani oleh Or. [KWAN WIJAYA.

Keterangan Terdakwa
LIWANG, di depan persidang pada

o di sawah
B benhi!! g:m ﬁhrf?alﬁ mEngam_bil FlTRI‘fN;IJ gl::ﬁ:hbq?;:
giar:ll:::h?';ﬂ pada wakiu malg® tiadurré?Ear kamar
EITRIYANI dalam keadaan bawa kekebun yang
malam udian FITRITFM terdaim'ﬂm
bt hﬂm’ b F'TRITAM ke kesawah, setelah

jaraknya dari ruma: .
ﬁ;i:: IYANI erdakwd pindahkan dan tempatnya

inagal terdakwd
FITRIYANI meningd R
nmninggal:!ﬂn'l#tﬂf akowa ambl FITRIYANI dar o

Bahwa sewaktu t€ mdiammﬂﬂﬂm-
sementara terda
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Bahwa terdakwa tahy
pec bahwa FITRIYANI

sudah meninggal pagi-
Bahwa rumah yan

g ditempati oleh terdakw
Bahwa selama 2 (dya a frumah sewa,
wia Karban batk. (dua) tahun hubungan terdakwa dengan nrang
Bahwa pemah ada masalah d

s engan orang tua FITRIYANI
masalah listrik, ia menaikkan listrik tetani ilang ti
SAnOgUD, pi terdakwa bilang tidak

Bahwa setalah ia hubungan terdakwa den

e ; = gan orang tua
FLTEWAHII baik saja dan terdakwa fidak kecewa sgtelah
listriknya diputus.
Bahwa terdakwa ada hubungan keluarge dengan DJAELANI
Bin DG .SALONG Alias DG.RURU yaitu sepupu dua kali.
Bahwa terdakwa sening beli rokok dirumah korban.
Bahwa terdakwa hekerja sebagai petani, kalau malam dirumah
saja.
Bahwa terdakwa kerurnah HJ. LENTENG unfuk centa tentang
tanaman padi, dirumah HJ. LENTENG sekitar 2 jam.
Bzhwa terdakwa ikut mencar FITRIYANL B
Bahwa betul-betuk pagi terdakwa ada ditzngah sawah dilihat
oleh pama korban. i . e e
Bahwa benar terdakwa dilhat DJAELANI menggendong

g::u[:gmsk:.?;ru;’?gan terdakwa dipolisi pahwa terdakwa
membentur-benturkan kepala k.qrhaln _hen:rl;] .

Bahwa yang periksa terdakwa dipolist Pak L:zaa —
Bahwa terdakwa pemah diperiksa dikeja ek e,
terdakwa menjawab bahwa terdakwa

terdakwa tarda tangan. .
gn:hrlﬁ;eikaﬁz}cd:: buka mhnya kam ticak ;ﬁratkur; Ttﬂaiﬂm
asuk mau Lell rokok, akwa Hikiny
Egﬂa!ﬁm terdakwa fer.dnng_t:rﬂd;g; ﬁﬁm Hnﬁel
I - i akai
hﬁmu}[f:::et;ﬂatz? :;rI:lg I;Errial‘-cwal fenga::;:l:';]wakm itu dia p
g:r;ﬁa Gatam ler#awa'mt?mangw Hurh caat itu, terdakwa tutup
gauli, terdaion? i tidak bisa bersuara.

jia .
mulutnya danganﬂmLHFE;;T?#, terdakwa bawa kekebun
k

. a dengan
Bahwa betl ,fﬁ':ebahhﬂﬂ alu ditutup multny
. ketnudian terda

SANKY- ferda
Bahwa sewakh .. FITR lagi,
kekemaluan Fi 5aﬁﬂi gia tidak 9o¥and ?

asukkan kemaluannya

rem :
kw4 setelah  fu
=[TRIYANI terbangun setelah ity

terdakwa Cexl esawal. hukti yang diajukan
teidakwa diplﬁaa“k;g:mnmm barang
Bahwa terda

kepersidangar:
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=

Bahwa terdakwa

' Membenar

Ity ! : an
teﬁ;f:f;xiﬁhpergi ker EEIE'ETE
Babwa tEI'dﬂiig:;ﬂ:::ng Fada mE“E:Fﬁ Flfﬂr;!fm“ﬁkm F||_||ang.
masih muda. nenyetubuhi FITRIy Ay karena melihat ia

Serta _
berdasarkan Pemeriksaan hasi Visum Et Reoerum dari

RUMAH SAKIT BAYAMGKARS, MAPPADDANG POLDA Sul

Sel Makassar Nomor. Pl D RIINI2008/RUMEIT tanggal 06
Mei 2006 yang ditandatangani cleh Dr. IRWAN WIJAYA, yang
hasil pemeriksaannya terhadap korban FITRIYANI adalah
sebayai berikut:

Tampak perempuan dibungkus sarung batik kembang wama
hijau kombinasi merah ungu.

Didalam bungkus sarung tatik wama kuning.

Rambut hitam lures panjang £ 20 cm.

Memakai anting keemasaan.

Tampak busa keluar dar: hidung mulut wama biru.

Tampak luka gigitan serangna pada daerah leher dada, lengan

atas dan bawah serla paha bagian atas dai betis bagian atas.
Kulit mata kanan luka dengar: keluar daerch tidak ukuian 34 x 1

cm.
ian bawah dengan tidak beraturan.
Luka lecet leher bagian belakang ukurant x 2 om.

Luka lecet pada punggung kiri

Keluar darah dan vagina.

Luka lama tidak ada.

selaput darah temw::;:lri :-:ngrek
am 12-11-3. 1 S

:Sznr?;jgin ern',rEhab kesnatian diduga akibat ditenggelamkan
bt di?ﬁ!saksi eterangan terdakwa,

Bahwa dar keterangan sa S gk

barang bukti serta Visum o Hepfemm fakta-fakta sebagai

dengan yang lain make telah diperol

ikut : & mei 2006 sekitar 22.00 WITA

tE}Earr]::riat pada hari jumét targgal & gﬁ.a&w DG.NGALLE

anak perempuam dar suaml @ bemama FITRIYANI umur
perermp et A aiias SIA yang TSt b Kampung

DAN saksi RABS : .
10 tahun telah hiland dan ruma[m‘ yeng tee  omalanres
Borong Jatia, Kelurahar

Makassar.
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- Bahwa sebeium h;

. hila: .
drdeplan televisi dilua;?" !Efﬂ-rt-ar. Fi
(saksi RABASIA alias Eiﬁ}de

i ira-kira jam 2100 wn -
masuk kedalam kamar Ugﬂlukwr:g; Sarsi RABASIA aiias SIA
i

(adiknya FITRIYAN" durkan anakr )
: MTANY  sedang) fa yang kecil
didepan televisi, |aly Ea:-;s?gmn FJ':::IE;: masih helajar

-uduran dan baruy

erbangun pada jam 22

Euimfn}ra (saksi M.ﬁﬁlﬁfﬂ WITA karena dipanggil-panggil oleh
ahwa pada waktu saksi
22.00 WITA, saksi :p:?;g'ﬁlr:ﬂw kerumah kira-ira jam
kKeadaan terbuka dan ada snks‘ge St ana oy rumah dafam
Ee B | | DJAELANI didalam rumah, falu
: ertanya kepada DJAELANI kenapa di isitt
dijawab oleh DJAELANI mac: befi wmﬂi i aiak Sl
- Bahwa selanjutnya saksi M.ARIF mﬁﬁsﬂ]ﬁar:a rni::::rl.ng'

dimaksud oleh DJAELANI tetapi tidak ketemu, lalu saksi M fﬁ?ﬁ
memanggil istrinya (saksi RABASIA) untuk mencarikan -l'ﬂl'ﬁﬂl'li
yang fiimaksm Gan setelah saksi RABASIA bangun karena
penggilan suaminya dimana maupun diluar rumah, sumur juga
tidak ada kemudian dican kerumah tetangga tetap tidak ketemu.
- Bahwa selanjutnya malam itu warga sekitar termasuk terdakwa
remai-ramal mencar FITPIANI tetapi tidak ketemu juga, baru
. - keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2006 kira-
kira jam G7.00 WITA pagi FITRIYANI ditemukan oleh saksi
SYARIFUDDIN BIN SULE (paman korban) disaluran air dekat
pematang sawah dalani dalam keadaan fengkurap dan sudah
meninggal, selanjuinya korban dibawa pulang dan setelah itu

iba &umah Sakit Bhayangkara untuk divisum.
Sassinggd s h FITRIYANl  citemukan, saksi

- Bahwa sebelum jenaza citer
SYARiFUDDIN sempat melihat terdakwa berdri ditengah sawah
dengan jarak kira-kira 20 meter dari tempat ditemukannya
' FITRIYANI. ‘

- !Eegl?fahpada hari J i:rggﬂ ﬁmMﬁ?hiﬂﬁl:]E;;Em

[ ELANI sempat melihat terdakwa I
:::fﬁgﬂ""?w terbungkus kain sarung wama kotak-kotak,

Tl'-':'l"'ﬁ."'F e i
A i | 3803ng el
maa:‘:r:q = demani dieh im:ria;
a0 Saay M. AEIF F-.U#EJEE

d. Peturjuk |
ng dipero'eh antara keterangan saksi-saksi,

Adanya persesuaian ya |
kwa dan barand bukti di dalam

alat-alat bukti, keterangan terde

persidangan.
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e. Barang Bukt

Barang bukti yang diajukan gi persidangan berypa:

. 1 (satu) lembar celang dalam milik terdakwa

2. 1 (satu) ilembar celans dalam milik FITRIYAN|

3. 1 (satu) lembar sarung miik FITRIYAN

4. 1 (satu) lembar baju kaos merah milik terdakwa,

Barang bukti diatas telah disite secara sah menurut hukuni, karena
itu dapat digunakan untuk memperhuat pembukian. Barang bukti tersebut

juga telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh
yang bersangkutan telah membenarkannya.

4.5 AMAR PUTUSAN

Berdasarkan dari alat bukti yang sah di persidangan serta ditambah

dengan keyakinan Hakim, maka Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang

mengadili terdakwa dengan tomor Putusan
796/Pid. B/2006/PN. Makassar, menjatuhkan  putusan tertanggal 04

Oktober 2006 sebagai berkut

LIWANG tersebut diatas
« Menyatakan terdﬁkwﬁils ;ﬁgﬁmﬁﬁmnkan melakukan tindak

' i secara :
g?dikn:le;t;[::kgt :.Itigamakan kepadanya dalam Saluen. POTLAE
primair; karena itu ari dakwaan Pertama Primair

« Membebaskan ia oleh G

tersebut terdakwa ICOING DG
d :

¢ Menyatakan baiwe KO0 secars saf can Merpiea)
it ;ndak pidana *
bersalah :ﬂiﬁﬁﬁ t'ﬂiiﬂ-gsan Memaksa Anak Melakukan
Sengaja :
Persetubuhan U'E"HE“”?E'E na ity kepada

. re
« Menjatuhkan gldﬂf;i ::;Eg penjara selama
DG LIWANG dend
tahun,

terdakwa ICOING
18 (delapan belas)
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dijadikan saksi kunci dalam pembuidion s g SYAR

FUDDIN BIN

SALLE yang tidak lain PAman korban sendiri seria DJAELAN
yang

merupakan kemenakan terdakwg, SYARIFUDDIN bersuksi di depan
hakim bahwa sebelum ditemikan jenasan FITRIYAN ditemukan saksi
sempat melihat lerdakwa terdy ditengah sawah dengan jarak 20 meter
dari tempat ditemukannya jenzsah FITRIYANI. Serta kesaksian
DJAELANI vang menyatakan sampat  melihai terdakwa  berjalan
mernanggul sesuatu yang terbungkus kain sarung wama kotak-kotak. Di
dalam Pasal 184 KUHAP keterangar. saksi merupakan alat bukti yang
utama dan pertama yang harus diperixsa dalam suatu proses awal yang
Hisebut penyelidikan, dilkuti dengan proses penuntutan dan selanjutnya
tahapan proses pengadilan dengan keputusan berdasarkan dakwaan dari
penuntut umum, kemudian nilai-niai pembuktian yang disiapkan oleh
penyelidik.

Alat bukti yang kedua digunakan di persidangan
Repertum atau pemeriksaan dan

berupa

keterangan-keterangan hasil Visum Et

oran, Visum Et Repertum ini

I i lap
ahli yang dituangkan dalam ULentuk
e g KIT BAYANGEARA

- i PUMAH SA
berdasarkan hasil pemeriksaan darl RU

Makassar Nomr. Paol:

MAPPAODANG  POLDA  Sul-Sel

tandatangani oleh Dr.
R/01/V/2006/RUMKIT tanggal 06 Mei 2000 ¥ars ditandatang

IRWAN WIJAYA.



Penyelidik dalam memi
nta keterangan ahy
an ahli dalam bentuk | ;
ertulis

menegaskan maksud pemeriksazn dan apa yang periy diperiksa oleh ahii

Alat bukti yang ketiga dalam pembuktian diatas yakni keterangan
terdakwa sendiri yaitu ICOING DG LIWANG yang aijadikan alat bukti sah
menurut undang-undang sebab keterangan terdakwa nlu berdasarkan apa
yang ia perbual sendiri dan apa yang ia ketahui sendiri, yang dinyatakan
di depan persidangan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri untuk
menambah keyakinan hakim atas dakwaan Penuntut Umum.

Alat bukti yang lain adalah petunjuk, dimana pada alat bukfi
petunjuk terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti

surat, keterangan terdakwa dan barang-barang bukil
Bahwa terdakwa ICOING DG LIWANG diajukar ke persidangan

oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tindak pidana pemerkosaan yang

emeriksaan di persidangan majelis

disertai pembunuhan juga pada D
bangkan fakta-fakta yang

Hakim telah memeriksa, meneli dan mempertim
maka sistem pembuktian menurut undang-

dengan keyakinan hakim bahwa
2 ICOING DG LIWANG

teruangkap di persidangan,

undang telah terpenuhi ditambah

bersalah sehingga terdakw
ki secara sah dan meyakinkan melakukan

pE;mhIJI'IUhHI'I yang

terdakwalah yang

dinyatakan bersalah dan terbu
tindak pidana langgar xetentuan Pasal 338

n meninggal duniz,

mengakibatkan korba
tahur: 2002.

KUHP Jo Pasal 81 UU No.23



dalam penibuktian kagys Pemerkosaan g
Iseitaj

kurangnya saksi-saksi yang

kepentingar: pemeriksaan ¥aNg diharapkan dengan Xelerangan tersehy
dapat digunakan oleh Penuntut Umyn Untuk memperkuet dakwaannya,
Sehingga aalam hal jn; Penuntut Umum tidak dapat membuktikar
dakwaan pyirner Yang didakwakan kepada terdakaa sebab kurangnya alat
bukti yang menyatakan ha torsabut benar adanya dajam pembuktian dj
persidangan unsur-unsur dari dakwaan primer tersebut fidak dapat
diouktikan,

Penuntut Urmum tidak mendakwakan Pasal 339 KUHP sebab pada
#8at penyidikan di kepolisian telah dibuatkan dakwaan vailu Pertama
Primer Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP, Kedua Pasal 285
KUHP, dan atau Kefiga Pasal 81 Undang-undang Pzrlindungan Anak.
Sehingga Penuntut Umum tidak lagi membual dakwaan baru, Dakwaan ini

kemudian dj buktikan pada proses pembuitian di persidangan.



BAB 5

PENUTYP

51 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil urdian penulis diatas makg penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikyt:

1. Bahwa proses pemouktian studi kasus Putusan pengadilan
Negeri Makassar No.796/Pid B/2006/PN Makassar berdasarkan
hasil penelitian penulis teluh sesyaj dengan ketentuan
parundang-undangan yang berlaku,. Berdasarkan ketentuan
Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan mengenai kekuatan
pembuktian. Pasal 184 KUHAFP menjelaskan alat-alat bukti

dalam persidangan.
Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan

putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan

melakukan tindak pidena pemerkosaan yang disertal

Berdasarkan alat bukti yanJ terungkap pada

pembunuhan.
saksi-saksi, surat (visum et

persidangan yaitu: keterangan
), serta keterangan terdakwa sendii yang mengakui

ga memperkuat keyakinsn Hakim bahwa
certal pembunuhan telah terjadi.
atan Penuntut Umum

repertum
perbuatannya £ehing

tindak pidana pemerkos3an di
AT I!'ﬂb
2. Bahwa yang menjad hambatan-ha

sys pemerkosaan dissarai

yang dapat dimintai

pembunuhan

dalzm pembuktian ka
j-saksi
ini adalah kurangnyd saksi
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5.2

dengan keterangan tersebyt dapat digunakan pja
olgh Penuntut
Umum untuk memperkyat dakwaannya
SARAN

1. Penuntut Umum dalam meneniukan dakwaan dan tuntutannya
pada tiap perkara diharapkan agar benar-benar dapat
membuktikan dakwaannya tersebut sehingga para pelaku tindak
pidana tidak dapat lagi menyangkal atas perbuatan yang telah
dilakukannya.

2. Dalam suatu proses pembuktian pada tiap kasus melibatkan
peranan hakim sebagai pemegang putusan apaksh terdakwa
benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, untuk it
sepatutnya hakim mengadakan pengamatan cermat terhadap
tiap-tiap alat bukii yang diajukan sehingga terdapat persesuaian

antara alat bukti satu dengan lainnya dalam penerapan alat

bukti maksimal untuk suatu kepastian hukum.
3. Kiranya apabila tefadi tindak-tindak pidna khususnya
baiknya segera melaporkan kepada pihak

pelecehan seksual s&
¢ ditindaki tidak perlu merasa

yang berwenang agar segera dapa

dimaksudkan 2gar para pelaku tersebut

malu atau takut, hal ini
es sesual dengan ketentuan

\ mendapatkan ganjaran yang

perundang-

dapat segera dipros
da

undangan yangd beriaku

setimpal atas perbuatannya:
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